
 
 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR   3  TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 

dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 



Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 5); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito 

Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya 

disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Barito Utara. 

7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. 



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi 

Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran ADD setiap desa di 

Kabupaten Tahun Anggaran 2020. 

 

BAB III 

PENGALOKASIAN 

 

Pasal 3 

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar 

Rp.71.780.790.900 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan 

Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilah Puluh Ribu Sembilan Ratus 

Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. ADD Per Desa sebesar Rp.70.661.790.900 (Tujuh Puluh Milyar 

Enam Ratus Enam Puluh Satu Tujuh Ratus Sembilan Puluh 

Ribu Sembilan Ratus Rupiah); dan 

b. Belanja Aparatur Pemerintah Desa untuk Damang, Kepala 

Dusun dan RT/RW Rp.1.119.000.000 (Satu Milyar Seratus 

Sembilan Belas Juta Rupiah). 

 

BAB IV 

PEMBAGIAN 

 

Pasal 4 

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagi 

untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:  

a. kebutuhan penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah 

desa dan tingkat kesulitan geografis desa. 

 



Pasal 5 

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan : 

a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam 

puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk 

semua desa; dan 

b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat 

puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa 

berdasarkan nilai bobot desa. 

 

Pasal 6 

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula 

sebagai berikut: 

W  =  [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x 

(ADDkab – ADkab) 

Keterangan : 

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total   

penduduk desa kabupaten 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 

total penduduk miskin Desa nasional 

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten 

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap 

total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang 

memiliki Desa 

ADD kab = pagu ADD kabupaten 

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan 

jumlah Desa dalam kabupaten. 

 

Pasal 7 

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari : 

a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan 

d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen). 

 



BAB V 

PENYALURAN 

 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu : 

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kades 

menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2020 yang sudah 

di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan; 

b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 

sebelumnya; 

c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%) tahun 

sebelumnya; 

d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan / tambahan 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya. 

(4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kades 

menyampaikan: 

a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; dan 

b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).  

(5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim 

Verifikasi Kecamatan. 

(6) Kades mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada 

Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui 

Kepala DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, 

Pemerintahan Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan 

Desa. 

(7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA 

untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas 

Desa. 

 

 

 

 




